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KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
NOMOR B-472.1/KPTS/PP.140/H.12.31/06/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT NOMOR B-372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/2025
TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PADA
KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN LINGKUP BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan substansi
mengenai target luasan & penanggung jawab di
provinsi/kabupaten/kota, perlu dilakukan
peninjauan kembali terhadap Keputusan Kepala
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
Barat Nomor B-372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/
2025;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
pegawai di  lingkungan  Balai  Penerapan
Modernisasi Pertanian Papua Barat, perlu
dilakukan perubahan kembali terhadap Keputusan
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Papua Barat Nomor B-372.7 /KPTS/PP.140/H.12.3
1/05/2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan

Modernisasi Pertanian Papua Barat tentang



Mengingat

perubahan atas keputusan kepala balai penerapan
modernisasi pertanian papua barat nomor B-
372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/2025 tentang
Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota
pada Kegiatan Swasembada Pangan Lingkup Balai

Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 5613)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024
tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).

6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang
Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Swasembada Pangan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALALI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT NOMOR B-372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/20
25 TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA PADA KEGIATAN SWASEMBADA
PANGAN LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT

Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota
diintegrasikan pada Kegiatan Swasembada Pangan :

a. Luas Tanam Padi Lahan Kering;

b. Luas Tambah Tanam Reguler

Penetapan  rekapitulasi  target pada  kegiatan
swasembada pangan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, dapat disesuaikan dengan dinamika



KETIGA

alokasi anggaran setelah mendapat persetujuan
Menteri Pertanian.

Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 27 Juni
2025.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 30 Juni 2025




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BRMP
PAPUA BARAT NOMOR : B-

472.1/KPTS/PP.140/H.12.31/06/2
025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT NOMOR B-
372.7/KPTS/PP.140/H.12.31/05/2025
TENTANG PENANGGUNG JAWAB
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PADA KEGIATAN SWASEMBADA

PANGAN
PENERAPAN

LINGKUP BALAI
MODERNISASI

PERTANIAN PAPUA BARAT

PENANGGUNG JAWAB LTT REGULER DAN PADI LAHAN KERING
DI PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA

NO NAMA PEGAWAI KETERANGAN
A. Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si. PJ. Provinsi Papua Barat
NIP. 19790116 200312 1 002 dan Papua Barat Daya
1. Arya Bima Senna, S.P. PJ. Kabupaten FakFak
NIP. 19931010 201902 1 001
PJ. Kabupaten Manokwari
Selatan
2. Herman Rois Tata, S.P., M.P. PJ. Kabupaten Teluk Bintuni
NIP. 19760827 200812 1 002
3. M. Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. PJ. Kabupaten Manokwari
NIP. 19780519 201101 1 003
4. Sostenes Konyep, S.P. PJ. Kabupaten Teluk
NIP. 19770901 200710 1 001 Wondama
S. Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. PJ. Kabupaten Sorong
NIP. 19810825 201503 1 001
PJ. Kabupaten Tambrauw
6. Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P PJ. Kabupaten Raja Ampat

NIPPPK. 19981122 202321 1 003

PJ. Kabupaten Sorong Selatan




B. M. Arif Arbianto, S.P.
NIP. 19840519 201101 1 008

Koordinator Kegiatan

C. Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc.
NIP. 19880918 201403 1 002

Kesekretariatan Teknis

Adriana Diana Anes, S.Si Anggota
Julia Nelly Aprilia Yoku, S.Pt Anggota
Hariyanto, S.P. Anggota
Rodias Beda Legu, S.P. Anggota
D. Fenty Irianty, S.Si Kesekretariatan
Administrasi
Novita Indrawati, S.Sos. Anggota
Syahri Shofiana, A.Md Anggota’
Franterin Hallatukilang Anggota

ANGGOTA TIM KERJA

1.Subiadi, S.P., M.Sc.
2.Nataniel Wihyawari, A.Md.Pi.
3.Erliaty Laempah, S.P.

4 .Christina Heni Wahyuningrum, S.E

5.Rinjani Alam Pratiwi, S.P
6.Iin Hasanah, S.Si., M.T.
7.Riris, S.I.P.

8.Ludia Mimi S Uruwaya, S.E.

9.Septianus Toding Upuya, S.P.

10.Rahamna, S.Kom.
11.Mahasius Wihyawari
12.Yeremia Pakih

13.Silwanus Sosedu Wihyawari
14.Leonardo Taime

15.Dianto Nunuela

16.Hendrik Willem Awes

17.Abdul Majid, S.Pd.

18.Anthon Nosedu Mayor, S.I.P.

19.Antonia Yubelina Heipon

20.Benyamin Orisu

21.Evyta Aitonam

22.Indayu Dwinka Irawan, S.P.

23.Laurens Philos Haumahu,
S.S.T.Ars.

24 .Rahmat Syamsuddin

25.Riko Surya Prabowo

26.Riza Imam Sumantri

27.Rostika Sare

28.Simon Assem

29.Wahyu Purnomo
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